BUPATI SIAK 

PROVINSI RIAU 

PERATURAN BUPATI SIAK 
NOMOR 3M TAHUN 2017 
TENTANG 

PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 
TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SIAK, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang 
telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan 
Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Nomor DPA- 
SKPD 2.05.2.05.01.00.00.5.1, ^ Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor DPA- 
SKPD 3.05.3.05.01.16.01.5.2, ' Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Nomor 
DPA-SKPD 4.05.4.05.01.00.00.5.1 / pada Jenis Belanja Tidak 
Langsung dan Belanja Langsung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Kesembilan Belas Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 


4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 874); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25 Seri A); 

14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak 
Tahun 2016 Nomor 8); 



15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 13 Seri A); 

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 
Nomor 19); 

17. Peraturan Bupati Siak Nomor 99 Tahun 2016 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 
99); 


MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS 

ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 99 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Siak. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat 
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 


BAB II 

PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2017 

Pasal 2 

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak 
Tahun Anggaran 2017 berada pada Jenis Belanja Tidak Langsung Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lmgkungan 
Hidup Kabupaten Siak Siak Nomor DPA-SKPD 2.05.2.05.01.00.00.5. \/ Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak Siak Nomor DPA-SKPD 
4.05.4.05.01.00.00.5. l/pada Jenis Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran 



Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 3.05.3.05.01.16.01.5.2; sebagaimana tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 


BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak. 


a 


Diundangkan di Siak Sri Indrapura 
pada tanggal i 2017 


l 


Ditetapkan di 
pada tanggal 

BUPATI SIAK, 


Siak Sri Indrapura 
|\2 2017 



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 


Drs. H. 



. HAMZAH 


Pembiifif Utama Madya 
NIP. |»600125 198903 1 004 

^ BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 


8 ^) 



Lampiran I : Peraturan Bupati Siak 

Nomor > Tahun 2017 

Tanggal ; L A9 o JHT2017 


PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 
RINGKASAN PERUBAHAN/PERGESERAN PENJABARAN APBD 
TAHUN ANGGARAN 2017 


KODE 

REKENING 

. 1 

URAIAN 

SEBELUM 

PERGESERAN/PERUBAH 
AN 

SETELAH 

PERGESERAN/PERUBAH 
AN 

BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 







4 

PENDAPATAN DAERAH 

1.711.491.136.636,00 

1.711.491.136.636,00 

0.00 



[PENDAPATAN DAERAH 


























































PERGESERAN/PERUBAH PERGESERAN / PERUBAH 


_ Bantuan Keuangan dari Provinsi _ 

JUMLAH PE W DAPATAN DAERAH _ 

~ BELANJA DAERAH _ 

BELANJA TIDAK LANGSUNG _ 

.Belanja Pegawai ____ 


Pembulatan (.laji _ 

Iuran -Usuransi Krsehaiai 
Uang Pnkei 

Tunjangan Badan Muara 
Tunjangan Komisi_ 


39 88.5 72 1 .UUIUJU _ 
3CJ.885.7J1.QUU.00 

1.711491.136.636,00 

1 738.782.017.529,88 
917.174.730.750,00 

62) 280 800.925,00 


16 557.812.904,00 
I 448.237 674.00 " 
7 256.109.00 
7.564 649 773.00 ~ 

_ 76 482 000,00 ~ 

3 i 'J 7 J 5003)0 " 


angan Per u mahan 
angan Daerah Terpi 


166.050.000.00 
668 336.556.00 " 
760 754 3923)0 
317 480.000,00 * 
'8 704 705 380.00 " 


_ Tambahan Penghasilan Guru PNB O_ 

_ Tunjangan Khusus Guru 

_ Tambahan Penghasilan PNS _ 

Tambahan penghasilan berdasarkan b ah an kei'i; 
Tambalmu penghasilan berdasarkan lempai beri 
Tambahan iienghasiJan berdasarkan kondisi kr r 


30.885 721 000,00 
39-885-72 1.000,00 

1.711.491.136.636,00 

1.738.782.017.529,88~ 
917.174.730.750,00 

621 280.800.925,00 
4.52 636.934 498.00 


10.357.812.904,00 
1.448.237.674,00 
7.236.109,00 
7 564.649.773,00 
76.482.000,00 
31.972.500,00 

2_ 51 521.400,00 

.26 49 1 500,00 

U> I 2 1 .->800,0(1 

7 548 OOP 000,00 

25 51 5 000,00 
166.050 000,00 
668 -336.5-56,00 
760.754.392,00 
.312.480.000,00 
98.704 705 .380,00 
2.214 000.000,00 

8 264 170 000,00 
160 674 266 427 _00_ 


Tambahan Penghasilan Berdasarkan Penimbangan Objektil Lainnya 
Melama Penerimaan Lamnva Pimpinan dan anggota D PK [3 seri 

_ K P».’W KP»_ 

^_ Tuniangan kiinninikasi mi e nsil'Pimpinan dan Anggota D1511.) 

_ Belan i a penunjang Operasional KPH/WKPH 

Inseinil' Pe munguia n Pajak Daerah _ 

_ Inseinil'Pemungutan Pajak Paerah _ 

_ tnsemil'Pem ungui an Retribusi Daerah _ 

_ Inseiml' Pem ungu m n Hembusi One i ah _ 

_ Belanja Subsidi __ 

Belanja Subsidi kepada Perusahaan/ Lembaga __ 

_ Belanja Subsidi kepada Lembaga _ 

_ Belanja Hibah _ 

_ Belanja Hibah kepada Pemerintah 

_ Belanja Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPUl 

_ Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan _ 

_ Organisasi Kem asyarakatan B idang keagamaan _ 

_ Organ is as i Ke m nsva rnkni an [Julang Pendidikan 

Organisasi ke mu sv, uaka t.>n U ulang kepemudaan. Uudav.i Kasmu- 




3 024.000 000,0 11 
600.000.001 i .00 

4 1 30 600 (100.00 


7.074 400 000,00 
500 000.000,00 
500.000 000,00 
(■.574.400.000.00 
2.650.000 000.0(1 


112 696.064.427,00 
3.624.000000.00 
3.024 OOP.000,00 
600.000.000,00 

_4 130 600 000.00 

_4 130 6 00 000. 00 

_ 2 1 5 01 H) 000.00 

~Ti 3 11110 OOP . 00 * 

_3 (.27,623 1483)0 

3.627 623 148.00 
5 627.623 148.00 
17 074 400.000,00 
500.000.000,00 
500.000.000,00 
16 574,400.000,00 
2 650.000.000,00 


BERTAMBAH / 
(BERKURANG) 

KETERANGAN 

0,00 


0.00 


0.00 


0,00 


0,00 






0,00 


0.00 


9 900.000,00 


0.00 


0.00 


0,00 


0 00 


9 900.000,00 

Perubahan /Perges 

0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


0,00 


o.uo 


0.00 


0,00 


0.00 


0.00 


o.oo 


0.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0 00 


|9 900 OOo.OOi 


0,00 


0.00 


_o oo_ 


..~ ""'”‘LOO 


(9.900.000,001 

Peru bah an/Perges 

0,00 

0,00 


0,00 

0.00 


0.00 


0,00 


0.00 


0.00 

0*00 


0.00 

0.00 

0,00 


0,00 

0,00 

0,00 


0.00 



llr.iuna Ban tuan Sosi al Kepada Individ u (lar.. 
Belanja Banunui Susial Kepada Individu dan/ 

Belanja Bnniumi Sosial Kepada Individu < 

Terencana _ 

Belanja Bainuan Sosiai Kepada Masyarakat 
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakai 
Belanja Ban tuan Sosial kepada L embaga nun 


25.372.120.000,00 
25.372.120.000,00 
525 000 000.00 i 


Belanja 15.igi Has il Paja k [Jaerali Kepada 1'vineruilal i.i 
B elanja Hanluan Keuangan 

Provinsi/K n bu pai e u. Kol a. Pemeri n t uban Desa ibui Pa 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa _ 

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa _ 

Belanja Baniuan Keuangan Kepada Partai Politik 

_ Belanja Baniuan Keuangan Kepada PAN _ 

Belanja Baniuan keuangan Kepada PDl-P 


238.394.4 4 b. 6 56,00 
238.394.446.656,00 
1.035.040.021.00 
126.764.393.00 


25.372.120.000,00 
25.372.120.000,00 
525 000.000,00 
.325.000.000.00 


238 394,44b.656,00 
2 38 394 446,656,00 
1 035.040.021.00 
126.764.393.00 ' 


-iuiluan Keua ngan Kep ada 1 
■aniuan Keuangan Kepada 1 
Hanluan Keuangan Kopnd 


li Nasional Demokrat INasDemi 
rriai Keadilan dan Persatuan 


Indonesia il’KPIl _ 

I pejam a Tidak Terduga 
Belanja Tidak Terduga 


_1 01)0 (10 0 000.0li_ _ 

1.01)0 OOP 0110,00 

821.607 286.779.88 


1 . 000 . 000 . 000,00 

_1. 000.000 000.00 

1.000 000.000,00 

821.607.286.779,88 







































































































































































































































































Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 

Nomor : Tahun 2017 

Tanggal : 3- /*»W^2017 


a 


A 


S S i 
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Lampiran II: Peraturan Bupati Siak 

Nomor : 84 Tahun 2017 
Tanggal : % Pf&tt 2017 



Pelayanan Tera (SPBU, APMS* Pabrik Kelapa Sawit, Masyarakati f 146.020.000,00[Pengawasan dan Pelayanan Tera (SPBU, APMS, Pabrik Kelapa Se 



























































































Kali x 2 Hari ) 2,00 OH 650.000,00 1.300.000,00 




















2.314.000,00 [Golongan I : 











































































































ISUARi 




































PEMERINTAH KABUPATEN SIAK 

BADAN KEUANGAN DAERAH 

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG 
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK-PROVINSI RIAU 
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996 


Siak Sri Indrapura. 1 2017 


Nomor : 900 /BKD-BYA 
Lampiran : 1 Berkas 

Hal : Konsep Perubahan Peraturan Bupati 


Kepada Yth : 

Bupati Siak 

e/q. Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kab. Siak 
di- 

Tempat 




o 


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1*3 Tahun 2006 
Bagian Ketiga tentang Pergeseran Anggaran Pasal 160 ayat (4) yang berbunyi : 
Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 
dengan cara merubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai 
dasar pelaksanaan, untuk selanjutmu dianggarkan dalam rancangan peraturan 
daerah tentang perubahan APBD. Pergeseran tersebut terjadi pada : 

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak pada Belanja Tidak Langsung 
dengan Nomor DPA-SKPD 2.05.2.05.01.00.00.5.1 

2. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Siak pada Belanja 
Tidak Langsung dengan Nomor DPA-SKPD 4.05.4.05.01.00.00.5.1 

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak pada Kegiatan 
Monitoring fluktuasi harga kebutuhan pokok masyarakat di Kab. Siak 
dengan Nomor DPA-SKPD 3.05.3.05.01.16.01.5.2 

Sehubungan dengan ketentuan dialas, dengan ini diajukan konsep 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Bupati 
Siak Nomor 99 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2017. 


Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 


Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Siak, 


Drs. H. JAMAH DPI V M.Si 

Pembina l tama Muda 
NIP. 19630808 198702 1 003 




























